
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA 

PEMERINTAH DAERAH 

(Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu). 

 

Skripsi oleh: 

TRI WAHYU ANGGRAENI 

010313891419179 

AKUNTANSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana 

Ekonomi 

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN KEBUDAYAAN 

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA  

FAKULTAS EKONOMI 

2018 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto: 

“Inna Ma’al Usri Yusra” 

(Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan) 

(Al – Insyirah:6) 

 

 

Berusaha, Berdoa, Bersabar, dan Bersyukurlah. 

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Al – Baqarah:286) 

 

 

“Be what you want to be” 

 

 

 

 

 

      Kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Ayah dan Ibu 

 Keluarga besarku 

 Sahabat-sahabatku 

 Universitas Sriwijaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini 

merupakan wujud dari diperlakukannya desentralisasi. Otonomi ini selaras 

dengan diperlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini diberlakukan 

untuk memberikan peluang bagi daerah dalam menggali potensi lokal 

dameningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan 

kemandirian daerah. UU tersebut merupakan kebijakan yang dipandang 

sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang 

sesungguhnya. 

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah mulai 

dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 januai 2011. Otonomi daerah 

bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas 

untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tanggan dari pemerintah pusat. 

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah 

untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh dalam 

mengembangkan kapasitas otonomi yang dimiliki. 

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan adanya peningkatan 

pelayanan diberbagai sektor terutama pada sektor publik. Peningkatan ini 

diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka 

usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila terdapat 
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upaya yang serius terutama dari pemerintah dengan memberikan berbagai 

fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang 

sesuai untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan 

kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain 

memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah 

yang berbeda-beda. 

Undang-undang No. 25 tahun 1999 menegaskan bahwa untuk 

mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah daerah 

harus memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, pinjaman 

daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan 

sumber pendanaan tersebut diserahkan ke pemerintah daerah. Sumber 

pendanaan tersebut seharusnya digunakan secara efektif dan efesien oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyaakat, serta 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan ditiap 

kabupaten dan kota di Indonesia. Kenyataannya menunjukan bahwa 

pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di 

dalam mengaturrumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam 

konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga 

terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat daerah (Simanjuntak, 2011). 

Dampak langsung dari penerapan otonomi daerah adalah kebutuhan 

dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berupa 
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belanja langsung dan tidak langsung dan tidak langsung. Namun, dalam 

beberapa tahun bejalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan 

bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. 

Berdasakan UU No. 33 tahun 2014, dana perimbangan tediri dari dana bagi 

hasil (DBH), alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). 

Kebijakan otonomi daerah memberikan respon yang beragam antara 

satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak semua daerah mempunyai 

kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk 

mengatasi persoalan ini dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang 

cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan atau 

transfer kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah 

daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat (dana 

perimbangan) dari pada mengoptimalisasi pendapatan sendiri (PAD) untuk 

membiayai belanja daerahnya. 

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus 

beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan 

perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan untuk mengubah stuktur 

belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang 

mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan 

kemandirian, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan 

potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi 
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belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang 

produktif di daerah. 

Peneliti memilih Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan 

menarik untuk dijadikan obyek penelitian karena pada tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih 

belum dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki dalam 

pemenuhan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beberapa 

permasalahan keuangan yang dihadapi antara lain: (1) Ketergantungan 

pemerintah daerah kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, 

tercermin dari besarnya jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat. (2) 

Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber 

pendapatan asli daerah, tercermin dari jumlah pendapatan asli daerah yang 

relatif rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah 

pusat. (3) inefesiensi pemerintah dalam melakukan belanja daerah. 

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti antara lain: (1) Terjadi 

disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam pelaksanaan 

desentralisasi fiskal dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi daerah. (2) Rendahnya efektivitas dan efesiensi penggunaan 

keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, hal ini 

menimbulkan pemborosan sumber daya publik. 

Pada penelitian terdahulu, telah banyak peneliti yang melakukan 

penelitian menganai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil dari 

penelitian terdahulu tersebut peneliti akan membuktikan apakah benar 
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terdapat pengaruh positif dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan terhadap pemenuhan Belanja Pemerintah Daerah, serta 

mengetahui mengapa pemerintah daerah memiliki ketergantungan pada 

dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan dalam 

pemenuhan Belanja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu”. 

1.1. Rumusan Masalah 

Bedasakan uraian pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 

terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu? 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan 

tehadap  belanja pemerintah daerah. 

2. Bagi pemerintah daerah dan pihak terkait,dapatdijadikansebagai 

bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan 

dengan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. 

3. Bagi akademis, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja 

pemerintah daerah sehingga dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam. 

4. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan 

referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik 

yang sama. 
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